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ABSTRAK 

Desri Nurhayani (2009) : Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada 

Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

(DPKA) Kota Padang. 

Pembimbing          :  Vita Fitria Sari SE, M.Si 

 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKA) Kota Padang 

merupakan gabungan antara Dinas Pendapatan dengan Bagian Keuangan 

Sekretariat Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang dilakukan oleh Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKA) Kota Padang dan penerapan 

perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (DPKA) Kota Padang telah sesuai dengan PP 24 tahun 2005. 

Bentuk penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian studi lapangan 

karena penelitian ini hanya mengumpulkan data, mencari fakta, kemudian 

menjelaskan dan menganalisis data yaitu dengan cara pengumpulan dan 

penyusunan data, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan 

landasan teori yang ada. Penelitian ini dilakukan Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 70 

Padang, dalam waktu ± 1 bulan untuk melakukan penelitian. 

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang perlakuan akuntansi terhadap aset 

tetap yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKA) 

Kota Padang dan penerapan perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKA) Kota Padang telah sesuai 

dengan PP 24 tahun 2005. berdasarkan 1) Pengertian aset tetap. 2) Klasifikasi aset 

tetap. 3) Perolehan aset tetap. 4) Pengakuan Aset Tetap, 5) Penilaian Aset Tetap. 

6) Pengeluaran setelah masa perolehan, 9) Penyusutan aset tetap, 10) 

Pemberhentian aset tetap, 11) Penyajian dan Pengungkapan aset tetap. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari 

laporan keuangan pemerintah, pengakuan/pencatatan, pengukuran/penilaian, dan 

penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus utama, karena aset tetap 

memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang 

tinggi. 

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah dalam lampiran I.08 PSAP 07 tentang Akutansi aset tetap dijelaskan 

bahwa aset tetap yang dimiliki pemerintah antara lain tanah, peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aktiva tetap lainnya dan 

kontruksi dalam pengerjaan. 

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan disentralisasikan bahwa 

pelaksanaan disentralisasi tidak hanya sebatas pada disentralisasi pengelolaan 

keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dari pemerintah daerah 

ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi juga disentralisasikan 

pengelolaan aktiva tersentralisasi di biro bagian perlengkapan, maka saat ini 

pengelolaan aktiva tersebut dilakukan ke masing-masing SKPD. 

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sangat membutuhkan sarana dan 

prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari, 

sehingga tanpa prasarana yang memiliki tidak mungkin kegiatan di SKPD tersebut 

dapat berjalan dengan baik. Tiap-tiap SKPD harus menanamkan investasi dalam 
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bentuk aset tetap yang merupakan perwujudan dari penyediaan prasarana 

penunjang bagi aktivitas SKPD itu sendiri. 

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) harus mengetahui prinsip-prinsip 

pengelolaan aset tetap agar aset tetap yang dimiliki dapat dikelola secara optimal 

dan benar sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintah No 07 (PSAP07) dari lampiran PP 24 Tahun 2005, maupun 

PSAP 07 dari lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang pedoman bagi pemerintah 

dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, serta 

pengungkapan aktiva tetap berdasarkan peristiwa (events) yang terjadi seperti 

pemeliharaan, perolehan, pertukaran dan penyusutan. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara atau Daerah menyatakan bahwa, 

Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) selaku pengguna barang daerah 

berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencatatan dan inventarisasi 

barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya juga membuat laporan 

atas pencatatan dan investasi barang milik daerah tersebut yang berguna untuk 

menyusun laporan keuangan yang akan digunakan sebagai pusat penanggung 

jawaban atas kinerja yang dilakukan. 

Standar Akutansi Pemerintah 07 tahun 2005, aset tetap adalah aset berwujud 

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan 

dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk 

memperoleh aktiva tetap dibutuhkan banyak cara yang ditempuh antara lain 
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dengan pembelian tunai, dibangun sendiri, ditukar dengan aktiva lain, hadiah atau 

sumbangan dari donasi atau pemerintah dan banyak lagi cara lain untuk 

mendapatkanya. Dalam hal ini pencatatan akutansi yang tepat yang sesuai dengan 

sifat dan cara mendapatkan aset tetap tersebut. 

Pencatatan akuntansi yang diperlukan terhadap aset tetap antara lain pada saat 

perolehan, saat digunakan dalam operasi instansi pemerintah, sampai dengan saat 

aset tetap tersebut dihapuskan atau tidak digunakan lagi dalam kegiatan instansi 

pemerintah. 

Perlakuan akuntansi yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku 

dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari penggunaan aset tetap yang 

dimiliki dalam rangka pelayanannya terhadap masyarakat dan menyajikan aset 

tetap yang dimiliki secara wajar dalam laporan keuangan. 

Perlakuan akuntansi terhadap aset tetap menurut Standar Akuntansi 

Pemerintah antara lain: 1) Pengakuan aset tetap yaitu apabila terdapat bukti bahwa 

hak atau kepemilikan aset tetap tersebut telah berpindah sehingga baru dapat 

diakui sebagai aset tetap. 2) Pengukuran aset tetap yaitu aset tetap diukur dengan 

biaya perolehan dan apabila tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan 

pada nilai wajar. 3) Penilaian aset tetap yaitu agar nilai aset tetap saat ini 

mencerminkan nilai wajar sekarang. 4) Pelaporan atau penyajian aset tetap yaitu 

aset tetap disajikan pada akhir tahun di Neraca. 5) Pengungkapan aset tetap yaitu 

berisi tentang dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, 

rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode dan kebijakan akuntansi 

untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap. 
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Aset tetap yang digunakan secara terus menerus dalam operasional instansi 

pemerintah semakin lama kemampuan aset tersebut akan berkurang dan 

mengalami penurunan nilai manfaat sejalan berlalunya waktu, tetapi tidak 

demikian halnya dengan tanah, karena tanah mempunyai masa manfaat yang tidak 

terbatas dan tidak dapat disusutkan. Berkurangnya kemampuan aset tetap tersebut 

juga dapat disebabkan oleh kehausan dan keterbelakangan teknologi, hal ini 

berarti berkurang pula nilai aset yang bersangkutan. Pengakuan adanya penurunan 

nilai manfaat terhadap aset tetap ini perlu dicatat dan dilaporkan dalam suatu 

penyusutan. 

Sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang ada di Kota 

Padang maka dalam menunjang kegiatan pemberian layanan kepada masyarakat 

Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang harus 

memperhatikan pengendalian intern mulai dari pengadaan, pengelolaan sampai 

administrasi pembukuan yang dilakukan secara semestinya sehingga nilai aset 

tetap tersebut diketahui nilai perolehan perbarangnya, tetapi hanya mengetahui 

keseluruhannya. Dikarenakan aset tetap tersebut sangat penting karena dapat 

menunjang kinerja entitas Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tersebut 

dalam melaksanakan tugasnya. Apabila tidak adanya pengendalian pada 

penambahan dan penghentian serta perlakuannya maka akan terdapat kesalahan-

kesalahan pada akuntansi aset tetap baik karena nilainya, keanekaragamannya 

atau cara perolehannya terutama dari segi dana maka perlakuan atas akun ini 

sangat penting dilakukan karena jika terjadi kesalahan dalam penentuan 
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jumlahnya akan mengakibatkan kesalahan dalam penyajian informasi dalam 

laporan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) kota Padang. 

Untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap 

yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang 

dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintah, 

maka penulis memfokuskan penelitian pada masalah perlakuan aktiva tetap 

tersebut. Dengan alasan diatas maka penulis dapat mengambil data-data yang 

kongkrit dalam penulisan Tugas Akhir ini, oleh karena itulah penulis memilih 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang sebagai objek 

penelitian yang disajikan dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul “ Analisis 

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Aset (DPKA) Kota Padang”. 

B. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini akan dikemukakan pemecahan yang erat hubungannya 

dengan aktiva tetap yaitu: 

1. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap yang dimiliki oleh 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang. 

2. Apakah penerapanya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang yaitu: 
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1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap 

yang dilakukan oleh  Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang. 

2. Untuk mengetahui apakah penerapanya telah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemeritahan 

(SAP). 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian antara lain: 

1. Bagi penulis sendiri hendaknya penelitian ini dapat menambah 

pemahaman yang lebih mendalam mengenai bidang studi yang penulis pilih, 

terutama yang berhubungan dengan akuntansi aset tetap. 

2. Bagi Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang hendaknya 

penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan yang berarti guna 

memperbaiki masalah yang dihadapinya sehubung dengan aset tetap. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan kepustakaan serta pembahasan 

yang telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, yaitu tentang akuntansi 

aset tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

1. Perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang dimiliki Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang sudah ada beberapa sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu pengakuan aset tetap 

dan penyajian aset tetap. Penilaian terhadap aset tetap sudah dilaksanakan 

tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sama dengan Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP).  

2. Penerapan perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang belum melakukan penyusutan 

aset tetap pada dinas ini sehingga aset tetap yang dilaporkan instansi 

pemerintahan sebesar harga perolehannya saja. 

B. Saran 

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas kebijakan mengenai 

perlakuan terhadap aset tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

(DPKA) Kota Padang maka penulis mencoba memberikan saran yang kiranya 
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dapat membantu bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota 

Padang dalam melakukan tugasnya lebih lanjut. 

1. Walaupun Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang 

telah melakukan perlakuan akuntansi aktiva tetap  hampir sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No 7, sebaiknya lebih ditingkatkan 

lagi kualitas dalam pengelolaan aktiva tetap sehingga aktiva tetap tersebut 

tetap terjaga dengan baik dan menunjang kelancaran pelaksanaan 

penyelenggaraan kegiatan sehingga pengeluaran biaya dapat  

diminimumkan sekecil mungkin. 

2. Seharusnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang 

lebih bisa menyempurnakan dan menyesuaikan penerapan perlakuan 

akuntansi aset tetap terutama melakukan penyusutan aset tetap sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 
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